
BUPATI TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR TAHUN 2017

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3667);

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PENGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang
Bawang Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang,

BUPATI TULANG BAWANG,

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian besaran
tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan
keuangan daerah, perlu melakukan perubahan
lampiran Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34
Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Kepada Pengawai Negeri Sipil Dan Calon
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang;



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3187);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tabun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);



11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011
tentang Pedoman Analisis Jabatan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011
tentang Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja
Pegawai Negeri;

15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil;

17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan
Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor
02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Nomor 02);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 34
TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PENGAWAI NEGERI SIPIL DAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG



Pasal I
Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 34
Tahun 2017 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tulang Bawang diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal

BUPATI TULANG BAWANG,

A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal K bPD 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,

/ SOBRI

BERIt/dAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : ^TAHUN2017
TANGGAL: , 2017

KOMPONEN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

No. INDEKS
JABATAN KELAS JABATAN NILAIDASAR

1 2 3 . 'V
KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL
1. 56.818 Eselon II a 616

2. 40.584 Eselon II b
(Asisten Sekretariat Daerah) 616

3. 33.279 Eselon 11 b (Inspektur) 616

4. 19.481 Eselon II b
(Kepala SKPD dan Staf Ahli) 616

5. 16.234 Eselon III a
(Kepala Bagian Sekr. Daerah) 616

6. 13.799 Eselon III a
(Sekretaris Inspektorat) 616

7. 9.091 Eselon III a 616
8. 5.682 Eselon III b 616

9. 4.464 Eselon IV a
(Kasubbag Sekretariat Daerah) 616

10. 2.532 Eselon IV a 616
11. 1.558 Eselon IV b 616

BUPATI TULANG BAWANG,


